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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di desa sangatlah penting, karena penduduk Indonesia mayoritas 

bertempat tinggal di wilayah perdesaan,  Berdasarkan Buku Induk Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh 

Indonesia Tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat 

Statistik jumlah Desadan kelurahan sebanyak 83.843. Di lain sisi, tingkat kemiskinan 

masyarakat terbesar juga berada di wilayah Desa, sehingga menjadi tanggungjawab 

bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa dengan upaya menggali 

potensi lokal yang dimiliki setiap Desa agar dikembangkan menjadi pendapatan asli Desa. 

Melihat tingkat kesejahteraan Desa-Desa di Indonesia melalui Kementrian Desa 

dengan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui penilaian kemajuan setiap Desa yang telah 

ditentukan oleh Kementrian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi sebagai peta 

pengembangan pembangunan yang ada di Desa. Dijelaskan dalam Pasal 3 Permen No. 2 

Tahun 2016 bahwa IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan 

Sosial (IKS); Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). 

Berdasarkan beberapa indikator masing-masing indeks dan pengukuran lapangan dan 

kebutuhan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian Desa. Berdasarkan status 

kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar IDM dapat diklasifikasi dalam 5 

status Desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa 

Sangat Sangat Tertinggal dengan berbagai indeks yang diterapkan (Pasal 5 Permen No. 2 

Tahun 2016). 

Pelaksanaan penilaian Desa sempat terjadi perubahan dari Indeks Desa 

Memabangun berubah kepada Sustainable Development Gols Desa (SDGs Desa) yang juga 
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diinisiasi oleh Kementrian Desa, merujuk pada 18 tujuan SDGs Desa, namun, dalam 

pelaksanaan dilapangan SDGs banyak mengalami masalah, sepengetahuan penulis faktor 

utama dari permasalahan pelaksanaan SDGs Desa yaitu faktor data Desa yang tidak valid, 

sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian dan menentukan status dari 

setiap Desa.  

Kementrian Desa mengevaluasi pelaksanaan SDGs Desa, sehingga merubah 

penilaian Kemajuan Desa kembali kepada Indeks Desa Mandiri (IDM) dengan begitu 

seluruh Desa merubah kembali kepada IDM, konsistensi pelaksanaan peraturan ini 

mempengaruhi pelaksanaan di lapangan, hal ini sejalan dengan pernyataan dari perangkat 

Desa di Jember, bahwasanya perubahan ini semakin mempersulit desa dalam menyediakan 

informasi data untuk kebutuhan penilaian IDM, dan sosialisasi perihal IDM dinalai kurang 

serius. 

Kabupaten Jember melalui Bupati Jember mempunyai ambisi desa-desa di Jember 

Statusnya menjadi Desa mandiri. Temuan sementara penulis berdasarkan keterangan staf 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, mengungkapkan 

bahwasanya Status Desa di Jember masih banyak yang berada di status Desa Maju, data 

laman indek desa membangun jumlah desa di jember 226 desa dan semuanya masih 

berstatus maju, hal ini lah yang menjadi alasan Bupati Jember untuk meningkatkan 

pendampingan kepada semua desa di Jember, menurutnya, peningkatan Status desa dari 

maju beralih menjadi mandiri bukan sesuatu yang mudah namun hal itu juga bukan hal 

yang sulit, semua bisa dicapai dengan konsistensi Kabupaten Jember dan semua desa dalam 

pembangunan Desa.  

Penulis akan melakukan penelitian di desa sukosari kabupate jember, Desa Sukosari 

Kecamatan Sukowono merupakan salah 1 (satu) Desa dari 12 (Dua Belas) Desa yang ada di 

Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan jarak kurang lebih 25 km arah utara dari 

ibukota kabupaten. Secara geografis Desa Sukosari Kecamatan Sukowono terletak pada 

ketinggian 460 meter diatas permukaan laut, desa sukosari merupakan desa yang memiliki 
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sumber daya alam yang melimpah yang berada dilereng gunung raung, selain itu desa 

sukosari merupakan produsen pandai besi terbesar di kabupaten jember dengan kualitas 

terbaik. Pembangunan desa yang dilakukan berfokus pada infrastruktur jalan, fasilitas 

olahraga, dan pembangunan kantor desa yang bersih dan nyaman, sehingga mengakibatkan 

semakin  maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensi sumber daya 

manusia yang menjadi  perhatian desa terhadap masyarakatnya dengan anggaran yang ada. 

Hal ini merupakan salah satu faktor  utama desa sebagai desa maju. Pada dasarnya secara 

kelembagaan pemerintah Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah 

menjalankan tugas dan fungsinya. Pelatihan- pelatihan yang pernah diikuti oleh aparatur 

Pemerintah Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember antara lain pelatihan 

mengenai Pembuatan Peraturan Desa, Pembuatan Profil Desa, Administrasi Desa dan 

pengelolaan Keuangan Desa. Tidak hanya sampai disitu Kepala Desa juga selalu memberi 

bimbingan dan koseling kepada aparatur pemerintah desa untuk membantu pemecahan 

permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Sukosari. Seharusnya dengan kondisi seperti 

fenomena diatas status desa sukosari sudah layak menajdi desa mandiri berdasarkan 

ukuruan pada IDM dari kementrian, faktanya sampai sekarang desa sukosari masih berada 

di posisi desa maju, kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan sudah memenuhi syarat dalam 

katagori desa mandiri. 

Pembahasan terkait indeks desa membangun tidak hanya dilihat dari indikator yang 

berada di IDM yaitu faktor ekonomi, sosial dan lingkungan, namun penulis beranggapan 

penting juga dilihat dari model tata kelola pemerintahan desa yang dilakukan, 

pembangunan desa mengalami kemunduruan banyak di sebabkan karena tata kelola 

pemerintahan desa yang dilakukan kurang tepat, menurut (ekasetyawati) Pengukuran 

pembangunan oleh Kemendesa tidak melihat adanya faktor  tata kelola pemerintahan dalam 

menilai perbedaan IDM suatu desa. Kemendesa hanya melihat dari segi faktor ekonomi, 

sosial dan lingkungan.  Padahal dari beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan dan 

kemunduran desa juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan desa. Mulyono  

(2014) menyatakan bahwa adanya keterbatasan pemerintah desa dalam  menjalankan fungsi 
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dan perannya yang menyebabkan pertumbuhan dan  perubahan sosial berjalan lambat. 

Terlebih lagi kondisi masyarakat desa  cenderung pasif. Pertumbuhan dan perubahan sosial 

tentu juga memiliki peran terhadap pembangunan desa. Dengan begitu tata kelola 

pemerintahan desa berpengaruh signifikan dalam pencapaian sebagai status desa mandiri, 

tata kelola yang baik pemerintah desa mampu menangkap segala potensi desa yang ada. 

Penelitian yang dilakukan (Agus Nyoman) membahas mengetahui tahapaan pembangunan 

yang telah dilakukan Desa Penatahan, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pembangunan di Desa Penatahan dan dampak pelaksanaan pembangunan desa 

terhadap tercapainya tujuan Desa Penatahan serta mengevaluasinya. Menurutnya 

tercapainya tujuan pembangunan dipengaruhi tata kelola yang yang dilakukan dengan baik 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu, perencanaan pembangunan, 

pelaksanaan, evaluasi dengan memperhatikan prinsip good governance. 

Adanya teori good governance yang merupakan suatu bentuk manajemen  

pembangunan, atau yang disebut administrasi pembangunan menempatkan  peran sentral 

Pemerintah sebagai agent of change dari suatu masyarakat  (berkembang) dalam negara 

berkembang. Adanya peran Pemerintah tersebut  menstimulasi pembangunan melalui 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan  program-program, proyek-proyek, bahkan industri-

industri, dan peran  perencanaan dan budget yang penting, Tata kelola pemerintahan desa 

(village governance) sebagai bagian dari teori governance sendiri juga mengandung 

pengertian yang dikemukakan oleh (Tan, 2010) yang menyebutkan bahwa tata kelola 

pemerintahan desa berarti  proses pengambilan keputusan, eksekusi, dan administrasi desa 

yang membawa positif perubahan dalam kehidupan desa, Selain itu, pelembagaan 

pemerintah desa merupakan kunci pengambilan keputusan, administrasi, dan pengawasan 

yang demokratis. 

Dengan begitu Dari beberapa pernyataan tentang peran tata kelola terhadap 

pembangunan berpengaruh signifikan, penelitian ini akan berfokus tata kelola pemeritahan 

desa pada perencanaan pembanguna yang dilakukan sehingga dapat menjawab mengapa 

desa sukosari berstatus desa maju, hal ini dengan mengungkap pencapaian pembangunan 
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yang dilakukan dengan konsep proses perencanaan pembangunan desa sukosari kecamatan 

sukowono Kabupaten Jember. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaiman Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Indeks Desa Membangun di Desa 

Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah, peneliti hendak bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tata kelola pemerintahan desa, dan prinsip good governance dalam 

pencapaian desa sukosari sebagai desa maju di indeks desa membangun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada 

Pemerintah Desa Sukosari dalam melakukan perencanaan pembangunan desa 

sehingga mampu mencapai status desa mandiri sesuai dengan ambisi kepala desa 

dan bupati jember, penelitian ini memberikan gambaran tentang tata kelola 

pemerintahan desa dan prinsip good governance dalam proses perencanaan 

pembangunan. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu 

Pemerintahan, bidang pembangunan desa, khususnya dalam tata kelola pemerintah 

desa, sebab sangat sedikit peneliti yang membahas peran tata kelola dalam 



6 
 

 

pencapaian pembangunan pemerintahan desa, sehingga penelitian ini menjadi 

sumbangan teoritis dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa.  
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